BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
| 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2000 Nomor 206, Tambahah Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Undang—Unda.ng Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang—Undéng Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembgran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Repubnk Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah . terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Perherintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Ind@nesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ‘(Lembaran'Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

\
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah Diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor, 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi- Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693J;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor i23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemériritah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah
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diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor
21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada 'Pemerir}tah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan,Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036); .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangkalan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2 {E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2010 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 1 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun
2017(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017
Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Nomor 46j;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pem}agntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Anggéran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2017 Nomor 3/A); |
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2017

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten ‘Bangkalan
Tahun 2017 Nomor 3/A). :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Menetapkan

dan
. BUPATI BANGKALAN

. MEMUTUSKAN :
. PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJIAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1
(1) PertanggungjaWaban pelaksanaan' Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berupa laporan keuangan
memuat:

P

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; .

Neraca;

Laporan O}:;erasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Arus Kas;
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan

S o a0 o

usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2 _

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp 2.188.064.292.576,62
b. Belanja ; Rp 2.009.248.055.037,98
Selisih Lebih/(Kurang) Rp 178.816.237.538,64
c. Pembiayaan '
- Penerimaan' Rp 74.476.333.007,47
- Pengehuaran Rp 33.083.679.228,00

Pembiayaan Netto Rp 41.392.653.779,47




Pasal 3

Uraian laporan.realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut:

1.

Selisih anggéran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp (27.395.006.243,01) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp 2.215.459.298.819,63
b. Realisasi Rp 2.188.064.292.576,62
Selisih lebih/(kurang) Rp (27.395.006.243,01)

Selistih  anggaran dengan  realisasi  belanja  sejumlah
Rp(246.012.157.623,112) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja

setelah pertibahan Rp 2.255.260.212.661,10
b. Realisasi .- Rp 2.009.248.055.037.98
Selisih lebih/(kurang) Rp (246.012.157.623,12)

Selisih  anggaran dengan realisasi Selisih  Lebih/{Kurang)
sejumlah Rp218.617.151.380,11 dengan rincian sebagai berikut:
a. Selisih Lebih/(Kurang)

setelah perubahan Rp (39.800.913.841,47)
b. Realisasi Rp 178.816.237.538,64
Selisih lebih/(kurang) Rp 218.617.151.380,11

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp (508.260.062,00} dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan
pembiayaan setelah perubahan Rp 74.984.593.069,47
b. Realisasi Rp 74.476.333.007,47
Selisih lebih/(kurang) Rp (508.260.062,00)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp (2.100.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran
pembiayaan setelah perubahan Rp 35.183.679.228,00
b. Realisasi =~ - ' Rp  33.083.679.228,00
Selisih lebih/(kurang) Rp (2.100.000.000,00)
Selisih anggdaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp1.591.739.938,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan '
setelah perubahan Rp 39.800.913.841,47
b. Realisasi Rp  41.392.653.779,47
Selisih lebih/(kurang) Rp 1.591.739.938,00




Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana Pasal 1
huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal . Rp 59.467.999.707,47
b. Penggunaan SAL sebagai :
Penerimaan Pembiayaan Tahun

Berjalan . Rp (59.467.999.707,47)
' Rp 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan |
Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp  220.208.891.318,11
d. Saldo Anggargn Lebih Akhir Rp 220.208.891.318,11
Pasal 5

Neraca sebagaifnana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ per 31
Desember 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah aset " : ~ Rp 3.237.006.560.339,40

b. Jumlah kewajiban ' Rp 117.937.854.268,60

c. Jumlah ekuitas ' " 'Rp 3.119.068.706.070,80
Pasal 6

Laporan Operaéional sebagaimana Pasal! 1 huruf d per 31 Desember
2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan — LO Rp 2.211.735.938.814,92
b. Beban ' ‘ Rp 1.629.581.657.259,13

Selisih Lebih/(Kurang) Rp 582.154.281.555,79

c. Selisih Lebih /(Kurang)) dari Kegiatan
Non Operasional

- Selisth Lebih Non Operasional -LO  Rp 0,00
Selisih Kurang Non Operasional - LO Rp 251.687.006,00
Selisih Lebih/{Kurang) dari Kegiatan
Non Operasional Rp 0,00

d. Selisih Lebih/(Kurang)- LO Rp 581.902.594.549,79

‘




Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana Pasal 1 huruf ¢ per 31
Desember 2017 sebagai berikut:

a.

b.

Ekuitas Awal"
Selisih Lebih/(Kurang) — LO

Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Rp

- Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Rp
- Koreksi Nilai Investasi Permanen Rp
- Koreksi Nilai Utang Transfer Out Rp

- Koreksi Nilai Aset Tetap

- Koreksi Nilai Aset Lainnya
- Lain-lain -

Ekuitas Akhir

Pasal 8

+Rp 2.671.532.338.728,04

581.902.594.549,79

(28.158.741.595,00)

5.760.967,20

0,00

Rp (106.075.946.879,86)
Rp (3.695.347,37)
Rp (133.604.352,00)

Rp 3.119.068.706.070,80

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017

sebagai berikut:
a. Saldo Kas Awal

per 1 Januari.2017 -

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas
Operasi :

Arus kas bersih dari Aktivitas
Investasi

. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas

Pendanaan

. Arus kas Bersih dari aktivitas

Transitors
Saldo Akhir Kas di BUD / Kas

Daerah per 31 Desember 2017 -

Saldo Akhir Kas di B:endahara
Pengeluaran

. Saldo kas akhir

per 31 Desember 2017

Pasal 9

Rp

Rp

Rp

59.467.999.707,47
474.841.766.232,53
(282.875.932.740,89)
(31.225.345.928,00)
627.940.000,00
220.836.427.271,1 1
7.404.133,00

220.843.831.404,11

!

Catatan atas 1aijoran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal *
1 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara
kuantitatif matipun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.




Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.

N

Lampiran I
Lampiran I.1

[}

Lampiran 1.2

Lampiran [.3

Lampiran 1.4

‘Lampiran ,I.5'~ .

Lampiran I 6
Lampiran 1.7
Lampiran [.8;

Lampiran 1.9

Lampiran [.10

Lampiran 1.11
Lampiran .12

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV-
Lampiran V .
Lampiran VI
Lampiran VIl
Lampiran VIII

‘Urusan
‘dalam Kerangka
‘Negara;

‘Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per
‘Jabatan;

'Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

‘Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; «
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
Pemerintah Daerah dan Fungsi

Pengelolaan Keuangan

Daftar Piutahg Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

Daftar Realisasi ' Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah; .
Daftar Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Lainnya;
Daftar  kegiatan-kegiatan
diselesatkan sampai akhir
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
Daftar Daerah dan
Daerah.

yang  belum

tahun dan

Pinjaman Obligasi
Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Ihktisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah.
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Pasal 11

Bupati menétapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjax}vaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut
dari Pertangguflgjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. - .

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 2 0 SE? 2018

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 90 e 2018

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 266-5/2018




